
BUPATI SLEMAN 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

PERATURAN BUPATI SLEMAN 

NOMOR44 TAHUN 2021 

TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SLEMAN, 

Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah 

Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ,  

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah; 

Mengingat: 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2021 ;  

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 

3. Undang-Undang Nomor 17  Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
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4. Undang-Undang 

Perbendaharaan 

Nomor 

Negara 

1 Tahun 2004 

(Lembaran Negara 

tentang 

Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210) ;  

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 1  Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 1 1  Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 

13,  14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah 

Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 59); 
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10.  Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Pengelolaan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 

1 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012  tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1 7 1 ,  

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5340); 

12 .  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

13 .  Peraturan Pemerintah Nomor 7 1  Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165 ) ;  

14 .  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041) ;  

15 .  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomr 6322); 

17 .  Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6323); 

18.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 36 Tahun 2 0 1 1  ten tang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan 

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2 0 1 1  Nomor 525); 

19 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 

Tentang Pedoman Pengelolaan lnvestasi Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 

serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1067); 

2 1 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1781 ) ;  
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23. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2020 

tentang Anggaran Pendapatan dan :Selanja Daerah Tahun 

Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman 

Tahun 2020 Nomor 8); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2021 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 4); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2021. 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai 

berikut: 

1 .  Pendapatan Daerah. 

a. semula . Rp 2. 732. 736.4 75.685,00 

b. b e r t a m b a h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rp  18.612.206.803, 

jumlah Pendapatan Daerah 

setelah perubahan Rp 2.751.348.682.488 ,00 

2. Belanja Daerah. 

a. s e m u l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rp 2 .88 3 . 14 7 .500. 9 9 1 , 00 

b. berta m bah .. . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. . . . .. . . . . . .. . . . .  Rp 234.650.9 93 .666 .00 

jumlah Belanja Daerah 

setelah perubahan Rp 3. l  l  7.798.494.657 ,00 

Defisit 

a. s e m u l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . .. .. . . .  (Rp 1 5 0 .4 11 .02 5 .306 , 00 )  

b. berta m bah . . . . . . . . . . . .  .  .  .  .  (Rp 2 1 6.0 3 8.  786 .863 ,00)  

jumlah Defisit setelah perubahan (Rp 3 6 6 .449 .812.16 9 ,00 )  

3. Pembiayaan Daerah 

Penerimaan Pembiayaan Daerah 

a. s e m u l a . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rp 15 5 .4 11 .025. 3 06 , 00 

b. be r t a m bah .. . . . . . .. . .. . . . . .. . .. .. . . . . . .  Rp 225 .134 .  786 .863 ,00 
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jumlah Penerimaan Pembiayaan 

Daerah setelah perubahan . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rp 380.545.812 .169,00 

Pengeluaran Pembiayaan Daerah 

a. semula Rp 5.000.000.000,00 

b. bertambah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  RD 9.096.000.000.0 

jumlah Pengeluaran Pembiayaan 

Daerah setelah perubahan Rp 

Pembiayaan Neto 

a. s e m u l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rp 150.411 .025.306,00 

b. ber tambah . . . . . . .. . . .. . .. . . . .... . .. . . ...... . . .. . . . . . . . . . .. . . .  Rp 216.038.786.863,00 

jumlah Pembiayaan Neto 

setelah p e ru b a h a n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rp 366.449.812 .169,00 

Pasal 2 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 ,  sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Sleman ini 

terdiri dari: 

14.096.000.000,00 

1. Lampiran I 

2. Lampiran II 

3. Lampiran III 

4. Lampiran IV 

5. Lampiran V 

6. Lampiran VI 

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang diklasifikasi 

menurut Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek, 

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

Penjabaran Perubahan APBD menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 

Kegiatan, Jenis, Obyek, Rincian Obyek, Pendapatan, 

Belanja dan Pembiayaan; 

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran 

Hibah; 

Daftar N ama Penerima, Alamat Penerima dan Be saran 

Bantuan Sosial; 

Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan 

Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegaiatan, Sub 

Kegiatan, Jenis, Obyek, Rincian Obyek, Pendapatan, 

Belanja dan Pembiayaan; 

Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 

Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas 

Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut 
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Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi , Program, 

Kegaiatan, Sub Kegiatan, Jenis, Obyek, Rincian Obyek, 

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 

Kegiatan, Jenis, Obyek, Rincian Obyek, Pendapatan, 

Belanja dan Pembiayaan; 

8. Lampiran V II I :  Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada 

Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan 

Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 

dengan Program Prioritas Perbatasan Negara. 

Pasal 3 

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam perubahan 

dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati dengan penempatannya dalam berita daerah. 

Ditetapkan di Sleman 

pada tanggal 30 September 2 0 2 1  

BUPATI SLEMAN, 

KUST1Nl SRI PURNOMO 

7 

7 . Lampiran VII 



Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi , Program, 

Kegaiatan, Sub Kegiaian, Jenis, Obyek, Rincian Obyek, 

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah Organisasi , Program, Kegiatan, Sub 

Kegiatan, Jenis, Obyek, Rincian Obyek, Pendapatan, 

Belanja dan Pembiayaan; 

8. Lampiran VI II :  Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada 

Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan 

Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 

dengan Program Prioritas Perbatasan Negara. 

Pasal 3 

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam perubahan 

dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati dengan penempatannya dalam berita daerah. 

Ditetapkan di Sleman 

pada tanggal 30 September 2 0 2 1  
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7. Lampiran VII 



Diundangkan di Sleman 

pada tanggal 30 September 2 0 2 1  

SEKRETARIS DAERAH, 

HARD SWAYA 

DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2021 NOMOR 44 
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Diundangkan di Sleman 

pada tanggal 30 September 2 0 2 1  

SEKRETARIS DAERAH, 

J 
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